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Skripsi ini membahas mengenai tindak Pidana dalam Status Keimigrasian di Indonesia. Analisis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :  adalah  (1) pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. (2) upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yaitu dengan cara memperbanyak pengawasan terhadap orang asing dan apabila telah terjadi penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian maka dilakukan tindakan yuridis di serahkan kepada kepolisian lalu diproses sampai ke pengadilan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan tindakan administrasi bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti pada UU No.6 tahun 2011.
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